SALINAN |

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IJIN USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999
Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kubupaten Mimika, kol upaten
Puncak Jaya dan Kota Sorong;

b. bahwa untuk memuncut retribusi sebagaimana dimaksud  pada
huruf a, perlu diatur denean Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.

Mengingat 1, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Permbentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom
Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor
47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2007);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang  Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 383 MN;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembuaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan I.embaran Negara Nomor 3848)
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5. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat. Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dun Kot
Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3894);

6.  Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas
Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dacraly



10.
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16.

dan Retribusi Daerah (LN Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara 4040);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Ctonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (l.embaran Negara Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

Undang-undang Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hubum Acara
pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 nomor 36, ambahan
Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 25  Tahun 200 Tentang
Kewenanagan Pemerintah dan  Kewenangan Propinsi  scbhagai
Daerah Otonom ( LN Tuhun 2000 Nomar 54 ):

Peraturan Pemerintahh  Nomor 105 ahun' 2000 fentang
Pengelolaan  dan ertanggungjanwaban  Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Tabun 2000 Nowor 202, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4022},

Peraturan Menteri Dulam Negert Nomor 4 Tahun 1997 Fentang
Penyidik Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Dacrah:
Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 119 Tahun 1998
Tentang Ruang Linghup dan Jenis-Jenis Retribusi Dacrah Tingkat
I dan Daerah Tingkat I1; ‘
Keputusan Menten Pavwisata Pos dan Telekomunik.aw Nomor 9
Tahun 1990 Tentang Kepanwisataan

Peraturan Daerah Kubupaten Mamika Nomor 1 L 2003
Tentang Kewenangan Pemerintah Dacrah Kabupaten Minika,
Peraturan Daerah Kubupaten Mimika Nomor 4 luhun 2003
Tentang Susunan Orgenisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah
Kabupaten Mimika.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINIEKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KARUPATEN MIMIKA TENTANG
RETRIBUSI [JIN USAHA PARIWISATA

BAB 1|
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ¢

a. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
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b.

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah KabupatensMimisa

Bupati ialah Bupati Min:ba;

Dinas adalah Dinas Perbubungan dun Pariwisata Kabupat:i NMinnka:
Pejabat yang berwenang adalah hepali Dinas Perfinbungan dan

Pariwisata;
Kas daerah adalah Kas Dacrah Kabupaten Mimika;

Badan adalah suawu bentik badan usaha vang melirull perseroan
terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lmnnya. badan usaha
milik negara atau dacrah dengan  nama  dan  bentuk apapun,
persckutuan, perkumpulan, firma, hongsi, koperasi, vavasan atau
organisasi yang sejenisnya, tembaga, dana pensiun, bentidk usaha tetap

serta bentuk badan usah lainnya;

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atuas jasa yang dipungut olch

Pemerintah Daerah;

Retribusi [jin Usaha Parwisata yane  selanjutnya dapat disebut

retribusi adalan pembavaran atas peliy anan pemerintah:

Wajib retribusi adalah orang pribud; atau badan vang mienurul
peraturan perundang-undangan retribus, diwajibkan untuk melikukan

pembayaran retribusi;

Masa retribusi adalah suam Jangka wakw tertentu yang merapakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan ijin

usaha pariwisata;

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Dacrah vang selanjutnyva disebut
SPDORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib retrbusi untuk
melaporkan data obyek retribusi dan waib retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran  retribusi yang tlerutang  menurut

peraturan perudang-undangan Retribusai Dacrah;

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah yang sclanjutnya disinghar SKRIDD
adalah Surat keputusan yang menetukan besarnya jumlah retribusi

yang terutang;

Surat  Ketetapan Retribusi  Daerah Kurang  Bayar Tambahan
selanjutnya  disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan - yang

menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetaphan;

-



0.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah | ¢bih Bayar  vang disingkat
SKRDLRB adalah Surat keputusan yang menetukan jumibah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah hredit retribusi lebil besar dari

retribusi yang terutang, atau tidak scharusnya terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRDY wdabah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi adiin s yang

berupa bunga dan atau denda;

Surat Kepuatusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan

terhadap SKRD atau SKRDLB yang disjukan olch wajib retribuasi:

Pemeriksaan  adalah  scrangkaian kegiatan  untel: encari,
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan sainnya dalam

rangka pengawasan. .

BABII
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Retribusi Ijin Usaha Pariwisata dipungut sebagai pembayaran atas

penyediaan pelayanan perijinan usaha-u-~aha dj bidang pariwisata.

(2) Tata cara pemberian ijin ditctapkan denyan Keputusan Bupat

asal 3

(1) Obyek Retribusi adalah peloyanan periyman pendiriun usalia dan yin

operasional yang meliputi
a. ljin Usaha Hotel Berbintang
b. ljin Usaha Hotel Melati
¢. [jin Usaha Pondok \\ isata:
d. ljin Usaha Rumab Makan
¢. ljin Usaha Restoran:
f.  ljin Usaha Bar:
g. ljin Usaha Diskotik dun Pub:
h. ljin Usaha Klub Mulam;

i Ijin Usaha Karaoke;



Jo - 1jin Usaha Pant Py,

k. Ijin Usaha Panti N.andi Uap.

I Tjin Usaha Arena 'ermainan dan Retangkasian;
m. ljin Usaha Taman Eekreasi:

n. ljin Usaha Biro Perjalanan Wis.ats dan Agen Perpaluran

Wisata;
0. Ijin Usaha Pengelolaan Obyck Wisata:
p. Ijin Usaha Dunia Fantasi:
q. Ljin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop;
r. [jin Usaha Pasar Seni dan Souvenis Shop;

s. Ijin Usaha Pusat Kesehatan (healt Centre) dan Kebugaron

Jasmani (Fitness Centre):
L. Ijin Usaha Gelang vang Renang,
. Jjin Wsaha Gelangeang Bowlhin,
v. Ijin Usaha Padang Golf:
w. ljin Usaha Rumah Dillyard;
X. ljin Usaha Kolam Memancing,

(2) Tidak termasuk obyck retribusi adalal tempat rekreast dan hiburan

umum yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah.
Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi wau badan vang mendapatkan

perijinan Usaha Pariwisata.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Ijin Usaha Pariwisata digolongkan scbugai retribus;j Juse usaha.
BAB 1V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha,



BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN T ARIF

Frinsip dan sasaran dalam penctapan struktur dan besarnya

RETRIBLSI

Pasal 7

didasarkan pada tujuan untuk pelayanan administrasi. dan operasional.

(1) Tarif digoiongkan berdasarkan jenis usaha |

BAB VI

Pasal 8

(2) Besarnya tarif diberlakukan untuk jancha waktu 3

ditetapkan sebagai berikut :

i

b.

m.

[jin Usaha Hotel Berhintang

[jin Usaha Hotel Ml

ljin Usaha Pondok Wisata

Ljin Wsaha Rumah Makun

Ijin Usaha Restoran

liin Usaha Bar

ljin Usaha Diskouk Jdun Pub

ljin Usaha Karaoke

[jin Usaha Klub Malum

ljin Usaha Panti Pija

ljin Usaha Panti Mandi Uap

ljin Usaha Arena Permainan dan
ketangkasan

[jin Usaha Taman Rekreasi

ljin Usaha Biro Perjalanan Wisara

dan Agen Perjalanar Wisata

STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI

(tiga v dan

v OO0 L)

S0 G,
SO B0,
500,000,
750000}

SO ),

S 000 000,

20500 00, -

- 2.500 Oin), -

. 2.000 000 -

. 2.000 0010) -

- 5.000 000) -

500 Gt -

p. 2.500.000,-

et retbus

O



q.

u.

W.

X.

[jin Usaha Pengelolian Obyek W 1uata Rp.  S00.000,-

[jin Usaha Dunia Fantasi Rp. 1.000 000 -
[jin Usaha Salon Kecantikan dan Rp. 1.00n.000 -
Barber Shop

[jin Usaha Pasar Seni dan Souveni Shop Rp. 560 000,
[jin Usaha Pusat Keschatan (Healthe ‘entre)Rp. 100G 0o,

dan Pusat Kebugaran Jasmani (1 itneestCentre)

ljin Usaha Gelanggang Renang Rp. 1.060.000,
[jin Usaha Gelanggang Bowling Rp. 500.000,
ljin Usaha Padang Golf Rp.5.000.000,
[jin Usaha Rumah Billyard Rp.3.000.000.
[jin Usaha Kolam Memancing Rp.  500.000,-

(3) Perpanjangan Retribusi perijinan :

d.

b.

d,

m.

ljin Usaha Hotel Berbintang Rp. 5.000 000,
[jin Usaha Hotel Mclati Rp.1.000 00, -
liin Usaha Pondok Wisata Rp.  300.000,
[jin Usaha Rumal Maban Rp. S0 (0

Ijin Usaha Restoran Rp 750 00

ljin Vsaha Bar Rp b doe o).
ljin Usaha Diskotik dun Pub Kp. L0006 000, -
ljin Usaha Karaoke _ Rp. 2.000 000 -
ljin Usaha Klub Malan Rp. 2.000 5o,
[jin Usaha Panti Pija Rp. 1.500 Gon,.
[jin Usaha Panti Mandj | ap Rp. 1500 tion-
Ijin Usaha Arena Pemainan dan Rp. 4.000 v .
ketangkasan

[jin Usaha Taman Rekreasi Rp. 300 oo -



n. Ljin Usaha Biro Perpalanan Wisat Rp 2000 i

dan Agen Perjalanin Wisata

0. ljin Usaha Pengelolain Obvek W 1y Rp 300000
p. Ljin Usaha Dunia Fantasi Rp 1.ooi g0 -
q. ljin Usala Salon Kevantikan d. Rp 300 g00 -

Barber Shop

r. [ Usaha Pasar Seni dan Souven s Shop Rpy SO0« i),
] | |

s. ljin Usaha Pusat Keschatan (Healthe entre)Rpo 0wt o)
dan Pusat Kebugaran Tasmani of it esCentre)

. Ijin Usaha Gelanggang Renang Rp. OO 0 ),

u. ljin Useha Gelanggang Bowling Rp. S00.000,

v. ljin Usaha Padang Golf Rp.3.000 0o,

w. ljin Usaha Rumah Billvard Rp.3.0co Ono,

X. ljin Usaha Kolam Memancing Rp. 500 000,

BAB VI
I).-\_lfR.\I! PEMUNGUTAN
Pasal 9

(1) Retribusi dipungut di duer.h lempat pelayanan retrthusi po 2roiam

usaha pariwisata diberik

(2) Retribusi Perijinan Usabs Pariwisata b ovoen yannsa dicgaliban

kepada Dinas Perhubun o dan Paroe Kabupaten Murak.

BAB VIl
MASA RETRIBUSI DAN SA AT RETRIBUSITERE | AN,
Pasal 10

(1) Masa retribusi terutany . aall ange CRe vang i ISR

bulan:

(2) Saat retribusi terutang adalih pada saat diterbitkan SKR|



BABIN
TATA CARN PENMENGUTAN

IPasal 11

'

(1) Pemungutan retribusi tdak dapat diborgnaban:
(2) Masa retribusi  dipunzut  dengan menggunakan SRR dan
SKRDKBT.
BAB N
TATA CARA PEMBAYARAN
asal 12
(1) Retribusi terutang harus dilunast sebacas,
(2) Tata cara pembayaran, penyclonain, wpal penibay.aran retribusi ~
diatur dengan Keputusun Bupati.
BAB NI
SANKSTADMINISTRASI
Pasal 113

Dalam hal wajiby retribusi fidak membay e tepat waktunya otau hurang
membayar dikenakan sanksi adminisatn s berupa bungic sebosar 2%
(dua persen) setiap bulan Jdart retnbo 1 vane terutang atau kurang

dibayar dan ditagih dengan menggunakan S TRD.

BAB NI
TATA CARA  PENAGIHAN
Pasal 14

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD. SKRDKIVT, S TR dun Surat
Keputusan  Keberatan yang menycbabkan jumlah sctibust yang
harus dibayar, bertambah, yang tidak atau kurang dibavin olch wajib
retribusi dapat ditagih melalui Badan Urasun Piutane dan | clang

Negara (BPULN).

(2) Penagihan  retribusi melalui BPUTN  dilaksanakar  berdasarkan

peraturan perundang-undangan vany berlaku,
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BAB X111
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15,
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, Keringanan dai ponbebasan

retribusi,

(2) Pemberian pengurangan.  pembebasan Jan kertnganan  rairbusi
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dengan menp ol aikan

kemampuan wajib retribus; antara lain untuk mengangs

(3) Tata cara pengurangan, - keringanan Jan pembebiasan renibus

ditetapkan oleh Bupati,

BAB XTIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16
(1) Wajib retribusi yang udak melaksanaban Rewajibanny <o), nepa
merugikan keuangan dacraly diancam pidang Kurungan pabing lomyg 6
(enam) bulan atau denda paling bunvak (empat) kzh jumlah

retribusi lerutang.

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ay .t 1) adalah pelang v
3) Sclain tindak pidana seb.iy bana dinvos ad dalame avan <1 g itk
] ! )
pidana  yang menyebabhan kerasabag dan AL penl e

Imgkungan, diancam b sestian ketontiin eraturan porund e
£ 2 | 4

undangan yang berlaku.

HAB\Y
PENYIDIK AN
Pasal 17

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertenty e gkungan Pencnnah

Dacrah diber; wewenang hhasus sebag Penyidik untuk melakusan
Penyidikan  tindak pidana Ji Bidan. Petpajakan daciah 2y
Retribusi daerah sebagaimana dimak -y dalam Undany-d g

Nomor § Tahun 198] Tentang Hukum Aeus, Pidana;

[ 0)



Pasal 1§

(2) Wewenang Penyidik sehayaimana dinsih s padaayat ¢ adaluh -

.

d.

L

Meneritaa, mencar, smengumpalkan dan meneliy hetcrangan
atau laporan berhenian don.an andak  pidan: dibidang
retribusi - dacrab agur keteran. an A Laporan wersebuat

menjadi lenghap Canjelas:

Meneliti, mencan, an menon, puikan keterang. i e TUS IRT
orang pribadi wau badan tent, 2 hebenaran perbuan ying
dilakukan schubingan dengan tidak pidana Retib 1 Jaceah

tersebut;

Meminta keterangan dan balian bukty dari orang pribadi atay
badan schubungan dengan tind. b pidana dibidang Petribusi
Dacrah;

Memeriksa buku-buku. catatan. Jdan- dohumen-dokunen lain

berkenaan denoan tindak pidana di bidang retribus daernidh;

Melakukan pengoeledahan untur mendapathan baliun bukt
pembukuan, pencatatan dan dobumen-dokumen i, serta

melakukan peny itaan terhadap barang bukti tersebut:

Meminta bantuan tenaga ahh dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan tindak pidana J, bidang retribusi dacrah

Menyuruh  berhenn  dan dhid melarang seeo ang
meninggalkan ruangun atay empat pada saat peraerik .aan
sedang berlangsung  dan memernihsa identitas ol atau
dokumen yang dibaywah sebagaiamana dimaksud padi aval

atau huru!l'e;

Memotret sescorang vang berh.aian dengan tindak pidana
Retribusi daerah:;

Memanggil orang - untuk - didenga Keleranganmy g Jan
diperiksa sebagai lersangka atau saks:

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lajn yang perlu untuk  kelaearan

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dacral raenurut

hukum yang dapat dipcrlzmggungia\\;:hk;m:



(3) Penyidik sebagaimana donahsud pada avat 1) mevbeeiahakan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan baal persd hanny
kepada penuntut umum, sesuai dengan setentuan vang Jootue dadam
Undang-undang Nomor 8 “Tahun 1981 Tentng Jak om Acara

Pidana:

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Retribusi Tjin Usaha Pariwisata yang dikeluarkan sebelum 20 raturan
Dacrahini diundangkan, wajib melakuk.an peny esumian sebavai be rikut:
a. Semua Retribusi ljin Parwisata yane dipungut sebelum | hun 2003

wajib melakukan penyesuaian paling Lama 1 (satu) tdin setelah

Peraturan Daerah ini diuncdanghan:

b. Semua Retribusi Bivn Puraasy cay ek g i s
kewenangan Provinst ko menjads » o nangan koabuceon crela
Perataran Dacrah i & ik

BAB XV

KRETENTUAN PENUTTUP

Iasal 20

Hal-hal yang belum  diatar Jdadam o1 o ducrah o op mgang
mengenai pelaksanaanny a ditetaphan dene o Feputusan Bu oo

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pody tanggal Jdoudangkan

Agar sctiap  orang mengetahuinya  monerintahkan pUiasuncangan
Peraturan Daerah ini dengan penempataniya dalam [ embaran Dacrah
Kabupaten Mimika.



Diundangkan di Timika
Pada tanggal 10 Oktober 2003
Sckretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 84

Ditetaphan di Binika
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATT MINIKA
CAP/TTD
NLEMEN TINAL, SE

L]
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